
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 
SALINAN 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR 40 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanalcan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah 
Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional 
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024; 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemenntah Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6781); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 
sebagaima.na telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adzninistratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
No 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Sistem Tnformasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
IClasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1447); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Telmis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 799); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 6, Noreg Peraturan Daerah 
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6-192/2023). 

MEMUTUS1CAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2024. 



Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dirnaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 

5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang 
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 
anggaran berkenaan. 

6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah; 

7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 

Pasal 2 

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan 
daerah. 

Pasal 3 

Anggaran Pendapatan daerah semula sebesar Rp20.000.000.000.000 
(dua puluh triliun rupiah) bertarnbah sebesar Rp1.221.750.228.801 
(satu triliun dua ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta 
dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah) schingga 
menjadi sebesar Rp21.221.750.228.801 (dua puluh satu triliun dua 
ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus dua 
puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah) bersumber dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah; 
b. Pendapatan Transfer; dan 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 

Pasal 4 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf a semula sebesar Rp9.808.078.430.519 (sembilan triliun 
delapan ratus delapan miliar tujuh puluh delapan juta empat ratus 
tiga puluh ribu lima ratus sembilan belas rupiah) bertambah 
sebesar Rp178.749.826.177 (seratus tujuh puluh delapan miliar 
tujuh ratus cmpat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh 
enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi 
sebesar Rp9.986.828.256.696 (sembilan triliun sembilan ratus 
delapan puluh enam miliar delapan ratus dua puluh delapan juta 
dua ratus lima puluh enam ribu cnam ratus sembilan puluh cnam 
rupiah), terdiri atas: 
a. Pajak daerah; 
b. Retribusi daerah: 



(2) 

(3) 

(5) 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
d. Lain-lain PAD yang sah. 

Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 
Rp8.592.000.000.000 (delapan triliun lima ratus sembilan puluh 
dua miliar rupiah) tidak mengalami perubahan. 

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
semula sebesar Rp869.447.412.636 (delapan ratus enam puluh 
sembilan miliar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus 
dua belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah 
sebesar Rp149.606.891.174 (seratus empat puluh sembilan milyar 
enam ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu 
seratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar 
Rp1.019.054.303.810 (satu triliun sembilan belas milyar lima puluh 
empat juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah). 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp252.916.355.582 
(dua ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus enam belas juta 
tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua 
rupiah) bertambah sebesar Rp5.744.377.797,37 (lima miliar tujuh 
ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu 
tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma tiga puluh tujuh rupiah) 
sehingga menjadi sebesar Rp258.660.733.379,37 (dua ratus lima 
puluh delapan miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga 
puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma tiga puluh 
tujuh rupiah). 

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d semula sebesar Rp93.714.662.301 (sembilan puluh tiga miliar 
tujuh ratus empat belas juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga 
ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp23.398.557.205,63 (dua 
puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus 
lima puluh tujuh ribu dua ratus lima koma enam puluh tiga rupiah) 
sehingga menjadi sebesar Rp117.113.219.506,63 (seratus tujuh 
belas milyar seratus tiga belas juta dua ratus sembilan belas ribu 
lima ratus enam koma enam puluh tiga rupiah). 

Pasal 5 

(1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a 
sebesar Rp8.592.000.000.000 (delapan triliun lima ratus sembilan 
puluh dua miliar rupiah) tidak mengalami perubahan, terdiri atas: 
a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); 
d. Pajak Air Permulcaan; 
e. Pajak Rokok; 
f. Pajak Alat Berat. 

(2) Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a semula sebesar Rp1.525.000.000.000 (satu triliun lima 
ratus dua puluh lima miliar rupiah) berkurang sebesar 
Rp50.000.000.000 (lima puluh rniliar rupiah) sehingga menjadi 



(3) 

sebesar Rp1.475.000.000.000 (satu triliun empat ratus tujuh puluh 

lima miliar rupiah). 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima 

ratus miliar rupiah) tidak mengalami perubahan. 

(4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c sebesar Rp5.225.000.000.000 (lima triliun dua 
ratus dua puluh lima miliar rupiah) tidak mengalami perubahan. 

Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
semula sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) tidak 
mengalami perubahan. 

(6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula 
sebesar Rp322.000.000.000 (tiga ratus dua puluh dua miliar 
rupiah) tidak mengalami perubahan. 

(7) Pajak Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
semula tidak dianggarkan mengalami perubahan menjadi sebesar 
Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). 

(5) 

Pasal 6 

(1) Entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan 
permohonan persetujuan lokasi untuk kegiatan Konservasi Areal 
Gambut dan/atau Mangrove secara tertulis kepada Gubemur 
melalui DPMPTSP. 

(2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) huruf b semula sebesar Rp869.447.412.636 (Delapan Ratus 
Enam Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta 
Empat Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam 
Rupiah) bertarnbah sebesar Rp149.606.891.174 (seratus empat 
puluh sembilan milyar enam ratus enam juta delapan ratus 
sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) 
schingga menjadi sebesar Rp1.019.054.303.810 (satu triliun 
sembilan belas milyar lima puluh empat juta tiga ratus tiga ribu 
delapan ratus sepuluh rupiah), terdiri atas: 
a. Retribusi Jasa Umum; 
b. Retribusi Jasa Usaha; dan 
c. Retribusi Perizinan Tertentu. 

(3) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
semula sebesar Rp845.832.363.716 (dclapan ratus empat puluh 
lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh 
tiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar 
Rp147.832.636.284 (seratus empat puluh tujuh milyar delapan 
ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua 
ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar 
Rp993.665.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh tiga milyar 
enam ratus enam puluh lima juta rupiah). 

(4) Retribusi jasa usaha scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
semula sebesar Rp22.785.048.920 (dua puluh dua miliar tujuh 
ratus delapan puluh lima juta empat puluh delapan ribu sembilan 
ratus dua puluh rupiah) bertambah sebeear Rp2.204.254.890 (dua 



milyar dua ratus empat juta dua ratus lima puluh empat ribu 
delapan ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar 

Rp24.989.303.810 (dua puluh empat milyar sembilan ratus delapan 
puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus sepuluh 
rupiah). 

(5) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c semula sebesar Rp830.000.000 (delapan ratus tiga puluh 
juta rupiah) berkurang sebesar Rp430.000.000 (empat ratus tiga 
puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp400.000.000 (empat 
ratus juta rupiah). 

Pasal 7 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c semula sebesar 
Rp252.916.355.582 (dua ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus 
enam belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan 
puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp5.744.377.797,37 (lima miliar 
tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu 
tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma tiga puluh tujuh rupiah) 
sehingga menjadi sebesar Rp258.660.733.379,37 (dua ratus lima puluh 
delapan miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga 
ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma tiga puluh tujuh rupiah), 
yang tendiri atas bagian laba yang dihasilkan kepada pemerintah daerah 
(dividen) atas penyertaan modal pada BUMD. 

Pasal 8 

(1) Entitas yang sudah diberikan persetujuan lokasi wajib 
menyampaikan laporan kegiatan kepada Gubernur melalui 
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan 
hidup yang secara berkala setiap 6 (enam) bulan. 

(2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(1) huruf d semula sebesar Rp93.714.662.301 (sembilan puluh tiga 
miliar tujuh ratus empat belas juta enam ratus enam puluh dua 
ribu tiga ratus satu rupiah) bertambah sebesar 
Rp23.398.557.205,63 (dua puluh tiga milyar tiga ratus sembilan 
puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima 
koma enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar 
Rp117.113.219.506,63 (seratus tujuh belas milyar seratus tiga 
belas juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus enam koma 
enam puluh tiga rupiah), terdiri atas: 
a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan; 
b. Hasil Kerja Sama Daerah; 
c. Jasa giro; 
d. Pendapatan Bunga; 
e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; 

f. Pendapatan Denda Pajak Daerah; 
g. Pendapatan Denda Retribusi Daerah; dan 
h. Pendapatan BLUD. 

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus 

juta rupiah) tidak mengalami perubahan. 

(3) 



(4) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b semula sebesar Rp6.171.051.000 (enam miliar seratus 

tujuh puluh satu juta lima puluh satu ribu rupiah) berkurang 

sebesar Rp6.171.051.000 (enam miliar seratus tujuh puluh satu 

juta lima puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0 

(Nol rupiah). 

(5) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 

Rp2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah) tidak 

mengalami perubahan. 

(6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah) tidak 
mengalami perubahan. 

(7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 
Rp1.542.953.588 (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta 
sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh 
delapan rupiah) tidak mengalami perubahan. 

Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf f semula sebesar Rp13.897.614.059 (tiga belas miliar 
delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat belas 
ribu lima puluh sembilan rupiah) bertasnbah sebesar 
Rp30.097.246.569,63 (tiga puluh miliar sembilan puluh tujuh juta 
dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan 
koma enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar 
Rp43.994.860.628,63 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus 
sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu enam 
ratus dua puluh delapan koma enam puluh tiga rupiah). 

(9) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf g sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) tidak 
mengalami perubahan. 

(10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h 
semula sebesar Rp9.597.043.654 (sembilan miliar lima ratus 
sembilan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu enam ratus lima 
puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp527.638.364 (lima ratus 
dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus 
enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar 
Rp9.069.405.290 (sembilan milyar enam puluh sembilan juta empat 
ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah). 

(8) 

Pasal 9 

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 3 huruf b 
semula sebesar Rp9.542.874.433.517 (sembilan triliun lima ratus empat 
puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga 
puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah) bertarnbah sebesar 
Rp1.490.000.000.000 (satu triliun empat ratus sembilan puluh miliar 
rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.032.874.433.517 (sebelas triliun 
tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus 
tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri atas 
Pendapatan transfer pemerintah pusat. 



Pasal 10 

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 9 scmula scbcsar Rp9.542.874.433.517 (sembilan 

triliun lima ratus empat puluh dua miliar delapan ratus tujuh 

puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh 

belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.490.000.000.000 (satu triliun 

empat ratus sembilan puluh miliar rupiah) sehingga menjadi 

sebesar Rp11.032.874.433.517 (sebelas triliun tiga puluh dua 

miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh 

tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas: 
a. Dana Perimbangan; dan 
b. 1nsentif Fiskal. 

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
semula sebesar Rp9.521.373.973.517 (sembilan triliun lima ratus 
dua puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan 
ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah) 
bertambah scbesar Rp1.490.000.000.000 (satu triliun empat ratus 
sembilan puluh miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar 
Rp11.011.373.973.517 (sebelas triliun sebelas miliar tiga ratus 
tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima 
ratus tujuh belas rupiah). 

Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 
Rp21.500.460.000 (dua puluh satu miliar lima ratus juta empat 
ratus enam puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan. 

(3) 

(1) 

Pasal 11 

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp649.047.135.964 (enam 
ratus empat puluh sembilan miliar empat puluh tujuh juta seratus 
tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) 
berkurang sebesar Rp446.999.597.376 (empat ratus empat puluh 
enam miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima 
ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam 
rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp202.047.538.588 (dua ratus 
dua miliar empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan 
ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas: 
a. Pendapatan hibah; dan 
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
sebesar Rp13.861.535.964 (tiga belas miliar delapan ratus enam 
puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus 
enam puluh empat rupiah) tidak mengalami perubahan. 

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
semula sebesar Rp635.185.600.000 (enam ratus tiga puluh lima 
miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) 
berkurang sebesar Rp446.999.597.376 (empat ratus empat puluh 
enarn miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima 
ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam 

(3) 



rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp188.186.002.624 (seratus 
delapan puluh delapan miliar seratus delapan puluh enam juta dua 
ribu enam ratus dua puluh empat rupiah). 

Pasal 12 

Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf 
a sebesar Rp13.861.535.964 (tiga belas milinr delapan ratus enam puluh 
satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh 
empat rupiah) tidak mengalami perubahan terdiri atas Pendapatan 
Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya. 

Pasal 13 

(1) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 
(1) huruf b semula sebesar Rp635.185.600.000 (enam ratus tiga 
puluh lima miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu 
rupiah) berkurang sebesar Rp446.999.597.376 (empat ratus empat 
puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta 
lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam 
rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp188.186.002.624 (seratus 
delapan puluh delapan miliar seratus delapan puluh enam juta dua 
ribu enam ratus dua puluh empat rupiah terdiri atas: 
a. Lain-lain Pendapatan; dcut 
b. Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan 

Mineral Logam dEut Batu Bara. 

(2) Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
sebesar Rp635.185.600.000 (enam ratus tiga puluh lima milyar 
seratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) berlcurang 
sebesar Rp569.000.000.000 (lima ratus enam puluh sembilan 
milyar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp66.185.600.000 (enam 
puluh enam milyar seratus delapan puluh lima juta enam ratus 
ribu rupiah). 

(3) Lain-lain pendapatcut sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
semula tidak dianggarkan mengalami perubahan menjadi sebesar 
Rp122.000.402.624 (seratus dua puluh dua milyar empat ratus dua 
ribu enam ratus dua puluh empat rupiah). 

Pasal 14 

Anggaran belanja daerah semula sebesar Rp20.675.000.000.000 (dua 
puluh triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) bertambah 
sebesar Rp1.523.305.000.000 (satu triliun lima ratus dua puluh tiga 
miliar tiga ratus lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar 
Rp22.198.305.000.000 (dua puluh dua triliun seratus sembilan puluh 
delapan miliar tiga ratus lima juta rupiah), terdiri atas: 
a. Belanja Operasi; 
b. Belanja Modal; 
c. Belanja Tidak Terduga; dan 
d. Belanja Transfer. 
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Pasal 15 

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a 

semula sebesar Rp9.273.490.427.777 (sembilan triliun dua ratus 

tujuh puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh juta empat 

ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) 

bertambah sebesar Rp777.309.448.835 (tujuh ratus tujuh puluh 

tujuh miliar tiga ratus sembilan juta empat ratus empat puluh 

delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga 

menjadi sebesar Rp10.050.799.876.612 (sepuluh triliun lima puluh 

miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus 

tujuh puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah), terdiri atas: 
a. Belanja pegawai; 
b. Belanja barang dan jasa; 
c. Belanja hibah; dan 
d. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegavirai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
semula sebesar Rp3.181.412.864.768 (tiga triliun seratus delapan 
puluh satu miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus enam 
puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) 
bertambah sebesar Rp159.262.339.607 (seratus lima puluh 
sembilan miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga 
puluh sembilan ribu enam ratus tujuh rupiah) sehingga menjadi 
sebesar Rp3.340.675.204.375 (tiga triliun tiga ratus empat puluh 
miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat ribu tiga 
ratus tujuh puluh lima rupiah). 

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b semula sebesar Rp4.801.836.994.292 (empat triliun delapan 
ratus satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan 
ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh dua 
rupiah) bertambah sebesar Rp618.863.532.028 (enam ratus 
delapan belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta Iima ratus 
tiga puluh dua ribu dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi 
sebesar Rp5.420.700.526.320 (lima triliun empat ratus dua puluh 
miliar tujuh ratus juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus 
dua puluh rupiah). 

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula 
sebesar Rp1.270.440.568.717 (satu triliun dua ratus tujuh puluh 
miliar empat ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh 
delapan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) berkurang sebesar 
Rp816.422.800 (delapan ratus enam belas juta empat ratus dua 
puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar 
Rp1.269.624.145.917 (satu triliun dua ratus enam puluh sembilan 
miliar enam ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh lima 
ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah). 

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d sebesar Rp19.800.000.000 (sembilan belas miliar delapan ratus 
juta rupiah) tidak mengalami perubahan. 

(3) 

(5) 
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Pasal 16 

(I) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ayat (I) huruf a semula sebcsar Rp3.181.412.864.768 (tiga triliun 

seratus delapan puluh satu miliar empat ratus dua belas juta 

delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh 

delapan rupiah) bertambah sebesar Rp159.262.339.607 (seratus 

lima puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga 

ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh rupiah) sehingga 

menjadi sebesar Rp3.340.675.204.375 (tiga triliun tiga ratus empat 

puluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat 

ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas: 

a. Belanja gaji dan tunjangan ASN; 
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN; 
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 

Lainnya ASN; 
d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD; 
e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; 
f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta 

KDH/WKDH; dan 
g. Belanja Pegawai BLUD. 

(2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a semula sebesar Rp962.190.849.270 (sembilan ratus 
enam puluh dua miliar seratus sembilan puluh juta delapan ratus 
empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) 
bertambah sebesar Rp53.981.207.756,04 (lima puluh tiga miliar 
sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh ribu tujuh 
ratus lima puluh enam koma empat rupiah) sehingga menjadi 
sebesar Rp1.016.172.057.026,04 (satu triliun enam belas miliar 
seratus tujuh puluh dua juta lima puluh tujuh ribu dua puluh 
enam koma empat rupiah). 

Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.365.979.497.222 (satu triliun 
tiga ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh 
sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus 
dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp8.692.803.088,96 
(delapan miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus 
tiga ribu delapan puluh delapan koma sembilan puluh enam 
rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.374.672.300.310,96 (satu 
triliun tiga ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh 
dua juta tiga ratus ribu tiga ratus sepuluh koma sembilan puluh 
enam rupiah). 

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 
ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar 
Rp394.211.042.112 (tiga ratus sembilan puluh empat miliar dua 
ratus sebelas juta empat puluh dua ribu seratus dua belas rupiah) 
bertambah sebesar Rp3.805.579.895 (tiga miliar delapan ratus lima 
juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan 
puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp398.016.622.007 
(tiga ratus sembilan puluh delapan miliar enam belas juta enam 
ratutg dua puluh dua ribu ttijull rupiah). 

(3) 
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(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d sebesar Rp51.055.121.766 (lima puluh satu miliar 
lima puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam 
puluh enam rupiah) tidak mengalami perubahan. 

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp1.448.615.472 (satu miliar 
empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu 
empat ratus tujuh puluh dua rupiah) bericurang sebesar 
Rp4.019.312 (empat juta sembilan belas ribu tiga ratus dua belas 
rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.444.596.160 (satu miliar 
empat ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh 
enam ribu seratus enam puluh rupiah). 

Belanja penerirnaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar 
Rp16.428.726.046 (enam belas miliar empat ratus dua puluh 
delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh enam 
rupiah) bericurang sebesar Rp886.883.661 (delapan ratus delapan 
puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus 
enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar 
Rp15.541.842.385 (lima belas miliar lima ratus empat puluh satu 
juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh 
lima rupiah). 

(8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 
semula sebesar Rp390.099.012.880 (tiga ratus sembilan puluh 
miliar sembilan puluh sembilan juta dua belas ribu delapan ratus 
delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp93.673.651.840 
(sembilan puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam 
ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) 
sehingga menjadi sebesar Rp483.772.664.720 (empat ratus delapan 
puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus 
enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah). 

Pasal 17 

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp4.801.836.994.292 
(empat triliun delapan ratus satu miliar delapan ratus tiga puluh 
enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus 
sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp618.863.532.028 
(enam ratus delapan belas miliar delapan ratus enam puluh tiga 
juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua puluh delapan rupiah) 
sehingga menjadi sebesar Rp5.420.700.526.320 (lima triliun empat 
ratus dua puluh miliar tujuh ratus juta lima ratus dua puluh enam 
ribu tiga ratus dua puluh rupiah), terdiri atas: 
a. Belanja Barang; 
b. Belanja Jaaa; 
c. Belanja Pemeliharaan; 
d. Belanja Perjalanan Dinas; 
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 

Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat; 
f. Belanja Barang dan Jaaa BOB; dan 
g. Belarkfa Barang dan Jaaa BLUD. 

(7) 
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(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
semula sebesar Rp1.348.200.472.325 (satu triliun tiga ratus empat 

puluh delapan miliar dua ratus juta empat ratus tujuh puluh dua 

ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar 
Rp218.028.814.490 (dua ratus delapan belas miliar dua puluh 
delapan juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus sembilan 
puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.566.229.286.815 (satu 
triliun lima ratus enam puluh enam rniliar dua ratus dua puluh 
sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus 
lima belas rupiah). 

Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula 
sebesar Rp1.400.909.577.158 (satu triliun empat ratus miliar 
sembilan ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu 
seratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar 
Rp121.888.069.103 (seratus dua puluh satu miliar delapan ratus 
delapan puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu seratus tiga 
rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.522.797.646.261 (satu triliun 
lima ratus dua puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh 
juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh 
satu rupiah). 

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
semula sebesar Rp364.526.949.177 (tiga ratus enam puluh empat 
miliar lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh 
sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar 
Rp59.416.299.317 (lima puluh sembilan miliar empat ratus enam 
belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh 
belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp423.943.248.494 (empat 
ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta 
dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh 
empat rupiah). 

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d semula sebesar Rp754.489.139.541 (tujuh ratus lima puluh 
empat miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga 
puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) 
bertambah sebesar Rp17.352.912.459 (tujuh belas miliar tiga ratus 
lima puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus lima 
puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar 
Rp771.842.052.000 (tujuh ratus tujuh puluh satu miliar delapan 
ratus empat puluh dua juta lima puluh dua ribu rupiah). 

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak 
ketiga/pihak lain/masyaralcat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e semula sebesar Rp325.056.815.000 (tiga ratus dua puluh 
lima miliar lima puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu 
rupiah) bertambah sebesar Rp32.994.999.639 (tiga puluh dua 
miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus 
sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan 
rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp358.051.814.639 (tiga ratus 
lima puluh delapan miliar lima puluh satu juta delapan ratus 
empat belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah). 

(3) 

(5) 
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(7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f semula sebesar Rp180.399.882.577 (seratus delapan puluh 
miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus 
delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) 
berkurang sebesar Rp1.809.161.134 (satu miliar delapan ratus 
sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh 
empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp178.590.721.443 
(seratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh juta 
tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh tiga 
rupiah). 

(8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf g semula sebesar Rp428.254.158.514 (empat ratus dua puluh 
delapan miliar dua ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh 
delapan ribu lima ratus empat belas rupiah) bertambah sebesar 
Rp170.991.598.154 (seratus tujuh puluh miliar sembilan ratus 
sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu 
seratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar 
Rp599.245.756.668 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar dua 
ratus empat puluh lima juta tujuh ratus runa puluh enam ribu 
enam ratus enam puluh delapan rupiah). 

Pasal 18 

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.270.440.568.717 (satu triliun 
dua ratus tujuh puluh miliar empat ratus empat puluh juta lima 
ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) 
berkurang sebesar Rp816.422.800 (delapan ratus enam belas juta 
empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sehingga 
menjadi sebesar Rp1.269.624.145.917 (satu triliun dua ratus enam 
puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta seratus 
empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), terdiri 
atas: 
a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat; 
b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi 

Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; 
c. Belanja Hibah Dana BOS; dan 
d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. 

(2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a sebesar Rp392.172.310.017 (tiga ratus 
sembilan puluh dua miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus 
sepuluh ribu tujuh belas rupiah) tidak mengalami perubahan. 

Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan 
yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b semula sebesar Rp720.553.709.450 (tujuh ratus dua 

puluh miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan 
ribu empat ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar 
Rp3.282.652.800 (tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta 
enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sehingga 
menjadi sebesar Rp717.271.056.650 (tujuh ratus tujuh belas miliar 
dua ratus tujuh puluh satu juta lima puluh enam ribu enam ratus 
lima puluh rupiah). 

(3) 
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(4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c semula sebesar Rp149.590.854.250 (seratus empat puluh 
sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima 
puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar 
Rp1.967.500.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh 
juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar 
Rp151.558.354.250 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima 
puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima 
puluh rupiah). 

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp8.123.695.000 
(delapan miliar seratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan 
puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp498.730.000 (empat 
ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu 
rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.622.425.000 (delapan miliar 
enam ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu 
rupiah). 

(5) 

Pasal 19 

(1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (1) huruf d sebesar Rp19.800.000.000 (sembilan belas 
miliar delapan ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan, 
terdiri atas: 
a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan 
b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan 

(Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya). 

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada individu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a sebesar Rp12.822.295.000 (dua belas miliar 
delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima 
ribu rupiah} tidak mengalami perubahan. 

Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang 
Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp6.977.705.000 (enam 
miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu 
rupiah) tidak mengalami perubahan. 

(3) 

Pasal 20 

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
huruf b semula sebesar Rp4.462.900.834.540 (empat triliun empat 
ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus juta delapan ratus tiga 
puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah) bertambah 
sebesar Rp823.186.827.669 (delapan ratus dua puluh tiga miliar 
seratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh 
ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi 
sebesar Rp5.286.087.662.209 (lima triliun dua ratus delapan puluh 
enam miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua 
ribu dua ratus sembilan rupiah), terciiri atas: 
a. Belanja Modal Tanah; 
b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin; 
c. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan; 
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi; 
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e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan 
f. Belanja Modal Aset Lainnya. 

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
semula sebesar Rp138.844.468.689 (seratus tiga puluh delapan 
miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus enam 
puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) 
berkurang sebesar Rp28.491.355.537 (dua puluh delapan miliar 
empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima 
ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar 
Rp110.353.113.152 (seratus sepuluh miliar tiga ratus lima puluh 
tiga juta seratus tiga belas ribu seratus lima puluh dua rupiah). 

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b semula sebesar Rp703.573.741.267 (tujuh ratus 
tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh 
satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar 
Rp550.616.017.428 (lima ratus lima puluh miliar enam ratus enam 
belas juta tujuh belas ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) 
sehingga menjadi sebesar Rp1.254.189.758.695 (satu triliun dua 
ratus lima puluh empat miliar seratus delapan puluh sembilan juta 
tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh 
lima rupiah). 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.995.576.512.893 (satu triliun 
sembilan ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh 
enam juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh 
tiga rupiah) bertambah sebesar Rp181.180.668.155 (seratus 
delapan puluh satu miliar seratus delapan puluh juta enam ratus 
enam puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah) sehingga 
menjadi sebesar Rp2.176.757.181.048 (dua triliun seratus tujuh 
puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus 
delapan puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah); 

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp1.569.340.128.179 (satu 
triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus empat 
puluh juta seratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh 
sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp97.644.126.238 (sembilan 
puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh empat juta seratus dua 
puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga 
menjadi sebesar Rp1.666.984.254.417(satu triliun enam ratus 
enam puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta 
dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh belas rupiah); 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf e semula sebesar Rp32.102.297.301 (tiga puluh dua miliar 
seratus dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus 
satu rupiah) bertambah sebesar Rp11.529.044.270 (sebelas miliar 
lima ratus dua puluh sembilan juta empat puluh empat ribu dua 
ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar 
Rp43.631.341.571 (empat puluh tiga miliar enam ratua tiga puluh 
satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratue tujuh puluh 
eatu rupiah); 

(3) 

(5) 
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(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f semula sebesar Rp23.463.686.211 (dua puluh tiga miliar 
empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam 
ribu dua ratus sebelas rupiah) bertambah sebesar 
Rp10.708.327.115 (sepuluh miliar tujuh ratus delapan juta tiga 
ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah) sehingga 
menjadi sebesar Rp34.172.013.326 (tiga puluh empat miliar seratus 
tujuh puluh dua juta tiga belas ribu tiga ratus dua puluh enam 
rupiah). 

Pasal 21 

Anggaran belanja modal tanah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 20 
ayat (1) huruf a semula sebesar Rp138.844.468.689 (seratus tiga puluh 
delapan miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus enam 
puluh delapan ribu enEun ratus delapan puluh sembilan rupiah) 
berkurang sebesar Rp28.491.355.537 (dua puluh delapan miliar empat 
ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima 
ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar 
Rp110.353.113.152 (seratus sepuluh miliar tiga ratus lima puluh tiga 
juta seratus tiga belas ribu seratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri 
atas belanja modal tanah. 

Pasal 22 

(1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp703.573.741.267 (tujuh 
ratus tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat 
puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah 
sebesar Rp550.616.017.428 (lima ratus lima puluh miliar enam 
ratus enam belas juta tujuh belas ribu empat ratus dua puluh 
delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.254.189.758.695 
(satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar seratus delapan 
puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam 
ratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri atas: 
a. Belanja Modal Alat Besar; 
b. Belanja Modal Alat Angkutan; 
c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ulcur; 
d. Belanja Modal Alat Pertanian; 
e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga; 
f. Belanja Modal Alat Studio, Komunilcasi, dan Pemancar; 
g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan; 
h. Belanja Modal Alat Laboratorium; 
i. Belanja Modal Komputer; 
j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian; 
k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja; 
1. Belanja Modal Alat Peraga; 
m. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi; 
n. Belanja Modal Rambu-REunbu; 
o. Belanja Modal Peralatan Olahraga; 
p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; 
q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan 
r. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD. 



18 

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a semula sebesar Rp14.845.100.085 (empat belas miliar 
delapan ratus empat puluh lima juta seratus ribu delapan puluh 
lima rupiah) bertambah sebesar Rp1.667.082.300 (satu miliar enam 
ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu tiga ratus 
rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp16.512.182.385 (enam belas 
miliar lima ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga 
ratus delapan puluh lima rupiah). 

(3) Belanja modal alat anglcutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b semula sebesar Rp85.050.550.377 (delapan puluh lima 
miliar lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh 
puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp18.330.905.342 
(delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima 
ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar 
Rp103.381.455.719 (seratus tiga miliar tiga ratus delapan puluh 
satu juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan 
belas rupiah). 

(4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp3.927.208.312 (tiga miliar 
sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu tiga 
ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp9.264.179 (sembilan 
juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh 
sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.936.472.491 (tiga 
miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh 
puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah). 

(5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d semula sebesar Rp1.159.271.276 (satu miliar seratus lima 
puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus 
tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.143.341.725 
(satu miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh 
satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi 
sebesar Rp2.302.613.001 (dua miliar tiga ratus dua juta enam ratus 
tiga belas ribu satu rupiah). 

(6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar 
Rp156.719.278.887 (seratus lima puluh enam miliar tujuh ratus 
sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan 
ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar 
Rp132.304.720.027 (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus empat 
juta tujuh ratus dua puluh ribu dua puluh tujuh rupiah) sehingga 
menjadi sebesar Rp289.023.998.914 (dua ratus delapan puluh 
sembilan miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh 
delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah). 

Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp36.258.091.117 
(tiga puluh enam miliar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan 
puluh satu ribu seratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar 
Rp84.268.150.346 (delapan puluh empat miliar dua ratus enam 
puluh delapan juta seratus lima puluh ribu tiga ratue empat puluh 
enam ruplah) sehingga menjadi sebssar Rp120.5261241.463 

(7) 
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(8) 

91 

(seratus dua puluh miliar lima ratus dua puluh enam juta dua 
ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah). 

Belanja modal alat kedokteran dan kesehata.n sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp90.884.369.388 
(sembilan puluh miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga 
ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan 
rupiah) bertambah sebesar Rp17.874.190.783 (tujuh belas miliar 
delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu 
tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar 
Rp108.758.560.171 (seratus delapan miliar tujuh ratus linia puluh 
delapan juta lima ratus enam puluh ribu seratus tujuh puluh satu 
rupiah). 

Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf h semula sebesar Rp94.458.950.580 (sembilan puluh 
empat miliar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus 
lima puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) bertambah 
sebesar Rp81.831.788.050 (delapan puluh satu miliar delapan 
ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu 
lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp176.290.738.630 
(seratus tujuh puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh juta 
tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah). 

(10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf i semula sebesar Rp106.984.859.197 (seratus enam miliar 
sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh 
sembilan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah 
sebesar Rp137.245.166.096 (seratus tiga puluh tujuh railiar dua 
ratus empat puluh lirna juta seratus enam puluh enam ribu 
sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar 
Rp244.230.025.293 (dua ratus empat puluh empat miliar dua ratus 
tiga puluh juta dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tiga 
rupiah). 

(11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemumian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar 
Rp39.168.437.626 (tiga puluh sembilan miliar seratus enam puluh 
delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua 
puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp9.024.904.700 
(sembilan miliar dua puluh empat juta sembilan ratus empat ribu 
tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp48.193.342.326 
(empat puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tiga juta tiga 
ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah). 

(12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf k semula sebesar Rp151.325.069 (seratus lima puluh 
satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam puluh sembilan 
rupiah) berlcurang sebesar Rp4.938.354 (empat juta sembilan ratus 
tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) 
sehingga menjadi sebesar Rp146.386.715 (seratus empat puluh 
enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima 
belas rupiah). 
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(13) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf 1 sebesar Rp2.542.903.750 (dua miliar lima ratus empat 
puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh 
rupiah) tidak mengalami perubahan. 

(14) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf m semula sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima 
ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp52.308.750 (lima puluh 
dua juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) 
sehingga menjadi sebesar Rp53.808.750 (lima puluh tiga juta 
delapan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). 

(15) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf n semula sebesar Rp5.470.542.370 (lima miliar empat ratus 
tujuh puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh 
puluh rupiah) bertambah sebesar Rp32.675.483.000 (tiga puluh 
dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan 
puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar 
Rp38.146.025.370 (tiga puluh delapan miliar seratus empat puluh 
enam juta dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah). 

(16) Belanja modal alat peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf o semula sebesar Rp1.266.531.950 (satu miliar dua 
ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu 
sembilan ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar 
Rp6.197.329.700 (enam rniliar seratus sembilan puluh tujuh juta 
tiga ratus dua puluh sembilan ribu ttijuh ratus rupiah) sehingga 
menjadi sebesar Rp7.463.861.650 (tujuh miliar empat ratus enam 
puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus 
lima puluh rupiah). 

(17) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf p semula sebesar Rp35.002.991.955 (tiga 
puluh lima rniliar dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu 
sembilan ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar 
Rp220.855.134 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh 
lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi 
sebesar Rp35.223.847.089 (tiga puluh lima miliar dua ratus dua 
puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan 
puluh sembilan rupiah). 

(18) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf q semula tidak dianggarIcan mengalami 
perubahan menjadi sebesar Rp667.979.000 (enam ratus enam 
puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). 

(19) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf r semula sebesar Rp29.681.829.328 (dua puluh 
sembilan miliar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus 
dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) 
bertambah sebesar Rp27.107.486.650 (dua puluh tujuh miliar 
seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam 
ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar 
Rp56.789.315.978 (lima puluh enam miliar nkfuh ratus delapan 
puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratue tujuh 
puluh delapan rupiah). 
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Pasal 23 

(1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.995.576.512.893 
(satu triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus 
tujuh puluh enam juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus 
sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp181.180.668.155 
(seratus delapan puluh satu miliar seratus delapan puluh juta 
enam ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh lima 
rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.176.757.181.048 (dua triliun 
seratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta 
seratus delapan puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah), 
terdiri atas: 
a. Belanja Modal Bangunan Gedung; 
b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan 
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD. 

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a semula sebesar Rp1.988.233.539.593 (satu tri1iun 
sembilan ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh 
tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan 
puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp125.540.790.423 (seratus 
dua puluh lima miliar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus 
sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga 
menjadi sebesar Rp2.113.774.330.016 (dua triliun seratus tiga 
belas miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga 
puluh ribu enam belas rupiah). 

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp2.242.973.300 (dua miliar 
dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga 
ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp759.204.280 (tujuh 
ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat ribu dua ratus 
delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.002.177.580 
(tiga miliar dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus 
delapan puluh rupiah). 

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp5.100.000.000 
(lima miliar seratus juta rupiah) bertambah sebesar 
Rp54.880.673.452 (lima puluh empat miliar delapan ratus delapan 
puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima 
puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp59.980.673.452 
(lima puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta 
enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua 
rupiah). 

(3) 

Pasal 24 

(1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d semula sebesar 
Rp1.569.340.128.179 (satu triliun lima ratus enam puluh sembilan 
miliar tiga ratus empat puluh juta seratus dua puluh delapan ribu 
seratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar 
Rp97.644.126.238 (sembilan puluh ttijuh miliar enam ratus empat 
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puluh empat juta seratus dua puluh enEun ribu dua ratus tiga 
puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar 
Rp1.666.984.254.417 (satu triliun enam ratus enam puluh enam 
miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima 
puluh empat ribu empat ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas: 
a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan; 
b. Belanja Modal Bangunan Air; 
c. Belanja Modal 1nstalasi; 
d. Belanja Modal Jaringan; dan 
e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD. 

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.227.201.897.612 (satu triliun 
dua ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus satu juta delapan ratus 
sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah) bertambah 
sebesar Rp93.044.407.609 (sembilan puluh tiga miliar empat puluh 
empat juta empat ratus tujuh ribu enam ratus sembilan rupiah) 
sehingga menjadi sebesar Rp1.320.246.305.221 (satu triliun tiga 
ratus dua puluh miliar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus 
lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah). 

Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b semula sebesar Rp334.604.773.487 (tiga ratus tiga puluh 
empat miliar enam ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga 
ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) berlcurang sebesar 
Rp18.394.250.121 (delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh 
empat juta dua ratus lima puluh ribu seratus dua puluh satu 
rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp316.210.523.366 (tiga ratus 
enam belas miliar dua ratus sepuluh juta runa ratus dua puluh tiga 
ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah). 

(4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c semula sebesar Rp1.201.881.380 (satu miliar dua ratus satu juta 
delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh 
rupiah) bertambah sebesar Rp2.844.450.000 (dua miliar delapan 
ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) 
sehingga menjadi sebesar Rp4.046.331.380 (empat miliar empat 
puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan 
puluh rupiah). 

(5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d semula sebesar Rp1.331.575.700 (satu miliar tiga ratus tiga 
puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus 
rupiah) bertambah sebesar Rp3.149.518.750 (tiga miliar seratus 
empat puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu tujuh 
ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar 
Rp4.481.094.450 (empat miliar empat ratus delapan puluh satu 
juta sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah). 

(6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp5.000.000.000 
(lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp17.000.000.000 (tujuh 
belas miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp22.000.000.000 
(dua puluh dua miliar rupiah). 

(3) 
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Pasal 25 

(1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp32.102.297.301 (tiga 
puluh dua miliar seratus dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh 
ribu tiga ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp11.529.044.270 
(sebelas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat puluh 
empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar 
Rp43.631.341.571 (empat puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh 
satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh 
satu rupiah), terdiri atas: 
a. Belanja Modal Bahan Perpustalcaan; 
b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ 

Olahraga; 
c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; 
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP; dan 
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD. 

(2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a semula sebesar Rp10.103.577.250 (sepuluh miliar 
seratus tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima 
puluh rupiah) bertambah sebesar Rp5.646.814.550 (lima miliar 
enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu 
lima ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar 
Rp15.750.391.800 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh juta 
tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah). 

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar 
Rp6.720.223.766 (enam miliar tujuh ratus dua puluh juta dua 
ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) 
bertambah sebesar Rp5.705.739.720 (lima miliar tujuh ratus lima 
juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh 
rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp12.425.963.486 (dua belas 
miliar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh 
tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah). 

(4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c sebesar Rp15.278.496.285 (lima belas miliar dua 
ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam 
ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) tidak mengalami 
perubahan. 

(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d semula tidak dianggarkan mengalami 
perubahan menjadi sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah). 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e semula tidak dianggarkan mengalami 
perubahan menjacii sebesar Rp171.490.000 (seratus tujuh puluh 
satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah). 

(3) 

Pasal 26 

(1) Belanja modal aset lainnya sebagairnana dimaksud dalam Pasal 20 
ayat (1) huruf f semula sebesar Rp23.463.686.211 (dua puluh tiga 
miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh 
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(2) 

(3) 

enam ribu dua ratus sebelas rupiah) bertambah sebesar 
Rp10.708.327.115 (sepuluh miliar tujuh ratus delapan juta tiga 
ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah) sehingga 
menjadi sebesar Rp34.172.013.326 (tiga puluh empat miliar seratus 
tujuh puluh dua juta tiga belas ribu tiga ratus dua puluh enam 
rupiah), terdiri atas: 
a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan 
b. belanja modal aset lairtnya BLUD. 

(2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp23.463.686.211 
(dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus 
delapan puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah) bertambah 
sebesar Rp10.680.327.115 (sepuluh miliar enam ratus delapan 
puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima belas 
rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp34.144.013.326 (tiga puluh 
empat miliar seratus empat puluh empat juta tiga belas ribu tiga 
ratus dua puluh enam rupiah). 

Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b semula tidak dianggarkan mengalami perubahan 
menjadi sebesar Rp28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah). 

(3) 

Pasal 27 

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c 
semula sebesar Rp343.263.617.142 (tiga ratus empat puluh tiga miliar 
dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu seratus 
empat puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp277.191.276.504 (dua 
ratus tujuh puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh satu juta dua 
ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat rupiah) sehingga menjadi 
sebesar Rp66.072.340.638 (enam puluh enam milyar tujuh puluh dua 
juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) 
yang terdiri atas belanja tidak terduga. 

Pasal 28 

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14 huruf d 
semula sebesar Rp6.595.345.120.541 (enam triliun lima ratus 
sembilan puluh lima miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus 
dua puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) bertambah 
sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) sehingga 
menjadi sebesar Rp6.795.345.120.541 (enam triliun tujuh ratus 
sembilan puluh lima miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus 
dua puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), terdiri atas: 
a. Belanja bagi hasil; dan 
b. Belanja bantuan keuangan. 

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
semula sebesar Rp4.792.900.000.000 (empat triliun tujuh ratus 
sembilan puluh dua miliar sembilan ratus juta rupiah) bertambah 
sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) sehingga 
menjadi sebesar Rp4.992.900.000.000 (empat triliun sembilan 
ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus juta rupiah). 

Belanja bantuan Iccuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b ecbcpar Rp1,802.445.120.541(eatu triliun delapan ratue 
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dua miliar empat ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh 
ribu lirna ratus empat puluh satu rupiah) tidak mengalami 
perubahan. 

Pasal 29 

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf 
a semula sebesar Rp4.792.900.000.000 (empat triliun tujuh ratus 
sembilan puluh dua reailiar sembilan ratus juta rupiah) bertambah 
sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) sehingga menjadi 
sebesar Rp4.992.900.000.000 (empat triliun sembilan ratus sembilan 
puluh dua rniliar sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri atas Belanja 
Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan 
Desa. 

Pasal 30 

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 
(1) huruf b sebesar Rp1.802.445.120.541(satu triliun delapan ratus dua 
miliar empat ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh ribu lirna 
ratus empat puluh satu rupiah) tidak mengale.mi perubahan yang terdiri 
atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota. 

Pasal 31 

Pembiayaan Daerah semula sebesar Rp675.000.000.000 (enam ratus 
tujuh puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp301.554.771.199 
(tiga ratus satu miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus 
tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) 
sehingga menjadi sebesar Rp976.554.771.199 (sembilan ratus tujuh 
puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh 
puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri atas: 
a. Penerimaan pembiayaan; dan 
b. Pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 32 

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a 
semula sebesar Rp675.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima miliar 
rupiah) bertambah sebesar Rp301.554.771.199 (tiga ratus satu miliar 
lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu 
seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar 
Rp976.554.771.199 (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus 
lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus 
sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas Sisa Lebih 
Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. 

Pasal 33 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 32 semula sebesar Rp675.000.000.000 (enam 
ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) bertarnbah sebesar 
Rp301.554.771.199 (tiga ratus satu miliar lima ratus lima puluh empat 
juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan 
rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp976.554.771.199 (sembilan ratus 
tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratue 
tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang 
terdiri ataa Penghernatan Belanja. 
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Pasal 34 

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf 
b sebesar Rp0 (Nol rupiah) tidak mengalami perubahan yang tercliri atas 
Penyertaan Modal Daerah. 

Pasal 35 

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran 
Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar 
Rp675.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) 
bertambah sebesar Rp301.554.771.199 (tiga ratus satu miliar lima 
ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu 
seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar 
Rp976.554.771.199 (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar lima 
ratus lima puluh empat juta ttijuh ratus rtijuh puluh satu ribu 
seratus sembilan puluh sembilan rupiah). 

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan 
terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar 
Rp675.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) 
bertambah sebesar Rp301.554.771.199 (tiga ratus satu miliar lima 
ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu 
seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar 
Rp976.554.771.199 (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar lima 
ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu 
seratus sembilan puluh sembilan rupiah). 

Pasal 36 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2, tercantum dalarn 
Lampiran yang merupalcan bagian yang tidak terpisahlcan dari 
Peraturan Gubernur ini, terdiri dari: 
1. Lampiran I : Ringlcasan Penjabaran APBD Yang 

Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan 
Pembiayaan; 

2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, 
Belanja, Dan Pembiayaan; 

3. Lampiran I1Ia : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran 
Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima 
Serta SKPD Pemberi Hibah; 

4. Lampiran IIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran 
Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima 
Serta SKPD Pemberi Hibah; 

5. Lampiran IVa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran 
Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang 
Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial; 
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6. 

7. 

Lampiran IVb 

Lampiran Va 

: 

: 

Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran 
Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang 
Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial; 

Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran 
Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang 
Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan 
Keuangan; 

8. Lampiran Vb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran 
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang 
Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan 
Keuangan; 

9. Lampiran Vla : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran 
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 
Pemerintah Kabupaten; 

10. Lampiran Vlb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran 
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 
Pemerintah Kota; 

11. Lampiran VIc : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran 
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 
Pemerintah Desa 

12. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian 
Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan; 

13. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak 
Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ 
Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

14. Lampiran IX 

15. Lampiran X 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

: Rincian Dana Tambahan Infrastuktur 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan 
Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan 
Pembiayaan; 

: Sinicronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ 
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan 
Dalam Rancangan Perda tentang Perubahan 
APBD dan Rancangan Perkada tentang 
Penjabaran Perubahan APBD dengan Program 
Prioritas Perbatasan Negara. 
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Pasal 37 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetaplcan dalam peraturan ini 
dituangIcan lebih lanjut dalam dolcumen pelaksanaan anggaran satuan 
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 38 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Kalimantan Timur. 

Ditetapkan di Samarinda 
pada tanggal 11 Oktober 2024 

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ttd 

AKMAL MAL1K 

Diundanglcan di Sarnarinda 
pada tanggal 11 OIctober 2024 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, 

ttd 

SRI WAHYUNI 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 40. 

Ata suai dengan aslinya 
=&• ;.+AERAH PRIP V. KALTIM 

IRO HU M, 

PARMI 
0512 198903 2 009 



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIF1KASI MENURUT KELOMPOK. JENIS, 

OBJEK. RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA. DAN PEMBIAYAAN 
TAHUN ANGGARAN 2024 

LAMPIRAN I 
PFSATUKAN G011£104104 KAIJUANTAN 

NOWJR 40 TAI1UN 1024 
TUITANG IttUALIARAJI PERUBAJIAN 
ANGCLARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
13.4ER.All tMlUfl ANGGARAN 2024 

KODE URAIAN 
SEBELUM 

JUMLAH (Rp) 
SESUDAH 

JUMLAH (Rp) 
SELISIH (Rp) 

1 2 3 4 5 

4 PENDAPATAN DAERAH 

4.1 PENDAPATAN ASU DAERAll (PAD) 9.808.078.430.519,00 9.986.828.256.696,00 178.749.826.177,00 

4 1 01 Palak Deerah 8.592.000.000.000.00 8_ 592.000.000.000,00 0.00 

4.1.01.01 Pasak Kendantan E3ermutor (PKB) 1.525.000.000.000.00 1 475.000.000.000,00 -50.000.000.00000 

4.1.01.01.01 PKB-Mob41Ponumpang-Sedan 21.000.000.000.00 21.000.000 000.00 0.00 

4.1.01.01.01.0001 PKB-Mothl Penumpang-Sedan•Pnbadi 20.580.003.000.00 20.580.000.000,00 0.00 

4.1.01.01.01.0002 PI03-Mob41Penumpang-Sedan-Umum 210.000.00000 210.000.000.00 0,00 

4.1.01.01.01.0004 
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemehreah 
Daerah 210.000.000.00 210.000.000.00 0.00 

4.1 01.01.02 PKB-Motarl Ponumpang-Jeep 120.000.000.000.00 120.000.000.000.00 0.00 

4.1.01.01.02.0001 PKB-Mota41Penumpang-Jeop-Pnbach 118.800.000.000,00 118.800.000.000.00 0,00 

4.1.01.01.02.0004 PKB-Motall Penumpang-,Jeep-Pemehreah Daerah 1.200.000.000.00 1 200.000.000.00 0,00 

4 1 01.01.03 PKB-Mobil Penumpang-Minbus 613.500.000.000,00 613.500.000.000.00 0.00 

4 J.01.01.03.0001 PKB.Motai Ponumpang.Maubus-Prmadi 806.138 000.000.00 606 138 000.000.00 0,00 

4_1.01,01.03.0002 PKB-Mo1:441Penumpang-Mimbus-Umum 1.840.500.000.00 1.840.500.000.00 0.00 

4. 1 01 01,03.0004 
P DKBr-Mubd Penumpang•Mmaxis-Pemenntah 

aeah 5.521.500.000.00 5.521_500.000.00 0.00 

4.1,01.01.04 PKB-Mobil Bus-Microbus 9.000.000.000.00 9.000.000.000.00 0.00 

4.1.01.01.04.0001 PKB-Mobil Bus-Microbus-Pnbadi 8.280.000.000.00 8 2130.000.000.00 0,00 

4.1.01.01.04.0002 PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum 315 000.000.00 315.000.000,00 0.00 

4.1.01.01.04.0004 PKB-Mobil Bus-Micretrus-Pemenntah Daerah 405.000.000,00 405.000.000.00 0,00 

4.1 .01 01 05 PKJ3-Mob41Bus-Bus 4.500.000.000.00 4.500.000.000.00 0,00 

4.1 01.01.05.0001 PKB-Mob41Bus-Bus-Pnbadl 3.825.0001300.00 3.825.000.000.00 0,00 

4.1.01.01.05.0032 PKB-Mobil Bus-Bus-Umum 585.000.000.00 585.000.000.00 0,00 

4.1.01.01.05.0004 PKB-Mobil Bus-Bus•Perrenntah Daerah 90.003 000,00 90.000.000.00 0.00 

4.1.01.01.06 PKB-544:401BarangrBeban-P(b1 UP 240.000.1300.000.00 240.000.000.000.00 0.00 

4.1.01.01.06.0001 PKB-Mobil Barang413eban-Pick Up-Pnbadi 236.640.000.000.00 236.640.000.00000 0,00 

4.1.01.01.06.0002 PKEI-Mobil Barangfeeban-Pick Up-Umum 240.000.000.00 240.000.000.00 0.00 

4.1.01.01.06.0004 PKB•Mobd rang/E3ebanPIck Up-Pemerireah Ba - 
Daerah 3.120.003000.00 3.120.000.000.00 0.00 

4.1.01.01.08 PKB-Mob41Barang413oban-Truck 165.000.000.000,00 140 000.000.000.00 -25.000.000.000,00 

4.1.01.01.08.0001 PKEI•MoOdElarangfEleban•Truck-Pnbadi 149.490.000.000.00 124.490.000.000.00 -25.000.000.000.00 

4.1.01.01.08.0002 PKB-Mobil Barang/Boban-Truck-Umum 14.520.000.000.00 14.520.000.000,00 0,00 

4.1.01.01.08.0004 
PKB-Mob41 BarangfBeban-Truck-Pemerintah 
Daerah 

990.000.000,00 990.000.000.00 0,00 



KODE URA1AN SEBELUM 
JUMLAH (Rp) 

SESUDAH 
JUMLAH (Rp) SELIS1H (Rp) 

1 2 3 4 5 

6.3 SIsa Leblh Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun 
Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00 

Salinan sesual dengan asItnya 

AT DAERAH PROV. KAITIM 
BIRO HUKUM 

RMI 
TAMA MUDA 

12 198903 2 009 

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

nd 

AKMAL MALIK 



LAMPIRAN II 
PF_RATI/RAN nuestowe KAIMANTAN 
TDALIN 
MOMOR 40 TAIIUN 2024 
TEXTANG PENJATIARAN liTFAIDAHAN 
ANGOARAN PENDAPATAN DAN DELANJA 
IAERAII TAIWN ANOGARAN 2024 PROVINSI KALIMANTAN T1MUR 

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, 
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN 

TAHUN ANGGARAN 2024 

PENDAPATAN DAERAH 

KODE REKEt4iNG URMAN SEBELUM 
JUMI-AH (Rp) 

SESUDAH 
JUIALAH (Rp) 

BERTAMBAH / 
BERKURANG (Rp) 

DASAR 
HUKUM 

4 PENDAPATAN DAERAH 19.999.500.000.000.00 21.221.744.228./301.00 1.222 244.228.801.00 

4.1 PENDAPATAN ASL1 DAERAH 
(PAD) 9.807 578.430.519,00 9 986.822256.696,00 179.243.826.177.00 

4.1.01 Pajak Daerah 8.592.000.000.000,00 8 592 000.000.000.00 0.00 

4.1.01.01 Pajek Kenclaraan Benno1or 
(PKB) 1.525.000.000.000.00 1.475.000.000.000.00 -50.000.000.000.00 

4.1.01.01.01 PKB-Moba Penumpang-Sedan 21.000.000.003.00 21.000.000.000,00 0.00 

4.1.01.01.01.0001 
PKB-Moba 

Penumpang-Seetam Pnoadi 20.580.000.000.00 20.580.000 000.00 0,00 

4.1.01.01.01.0002 
PKB-Mobd 

Penumpang-Sedan-Umum 210.000.000.00 210.000.000,00 0,00 

4.1 01 01.01.0004 
PKB-Mobd 

Penumpang-Seean-Pometwaah 
Daerah 

210.000.000.00 210.000.000.00 0,00 

4.1.01 01.02 pKB-Motaii Penumpang-Jeep 120.000.000.000,00 120.000.000.000.00 0,00 

4.1.01.01.02.0001 
PKE3-Mobl 

Penumpang-Jeop-Pribadi 
118.800.000.000.00 118 800.000.000.00 0,00 

4.1.01.01.02.0004 
PKB-Mobl 

Punumpang-Joep-Pomerintah 
Daerah 

1.200.000.000.00 1.200.000.000.00 0.00 

4.1.01.01.03 PKB-Moltd Penumpang-Mmibus 613.500.000.000.00 613.500.000.000.00 0,00 

4.1.01.01.03.0001 
PKB-Moba 

Penumpang-Minibus-Pnbadi 606.138.000.000,00 606 138.000.000.00 0.00 

4.1.01.01.03.0002 
PKB-Moba 

Penumpang-Minibus-Umum 1.840.500.000,00 1.840.500.000.00 0,00 

4.1.01.01.03.0004 
PKB-Mobil 

Penumpang-Mmibus-Pemenntah 
Daerah 

5.521.500 000.00 5.521.500.000.00 0.00 

4.1.01.01.04 PKB-Motad Bus-Microbus 9 000.000.000.00 9.000.000.000.00 0,00 

4,1_01.01.04.0001 PKB-Motal 
Bus-Mictobus-Pnbad 8.280.000.000.00 8.280.000.000.00 0.00 

4.1.01.01.04.0002 
PKB-Moba 

Bus-Mocrobus-Umum 315.000.000.00 315.000.000.00 0.00 

4.1.01.01 .04.00e4 
PKB-Motad 

Bus-Mmrobus-Pomennlah Daerah 405 000.000.00 405.000.000,00 0.00 

4.1.01.01.05 PKB-Mobil Bus-Bus 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 

4 1 01.01.05.0001 PKB-Moba BuS-BuS-Pribath 3.825.000 000.00 3 825.000.000.00 0.00 

4, i .0 1.01.05.0002 PKB-Moba Bus-Bus-Umum 5135.000.000.00 585.000.000,00 0.00 

4 1.01.01.05.0004 
PKB-Mohl 

Bus-Bus-Pemenntah Daerah 
90 000.000.00 90.000 000.00 0.00 

4 1.01.01.06 
PKB-Mobd BarangiBettan-Pick 

Up 
240.000.000.000.00 240.000.000.000,00 0.00 



6.1 01.05.01.0008 Penghematan Belania Barang 
dan JasiKlasa 174.909.504.616,00 476.464.275.815.00 301_554.771.199.00 

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00 0.00 0.00 

6202 Panyertaan Modal Damah 0,00 0,00 0,00 

6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada 
Badan Usaha Mk Darrah (BUMD) 0.00 0,00 0,00 

6.2.02.02.01 Penyenaan Model Daerah pada 
BUW4:1 0,00 0.00 0,00 

6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daenth 
pade BUMO 0,00 0,00 0.00 

Salinan sesual dengan aslinya 

RIAT DAERAH PROV KALTIM 
BIRO HUKUM 

PARMI 

UTAMA MUDA 
90512 198903 2 009 

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

Rd 

AKMAL MALIK 



Hibeh Berupa Uang PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN 

ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH 
TAHUN ANGGARAN 2024 

- 
PERATURAN OUBERNUR KALIMANTAN 
TIMUFt 
NOMOR 40 TAHUN 2024 
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGAFtAN PENDAPATAN DAN BELAWA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

No NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA 
SEBELUM 

JUMLAH (Rp) 
SESUDAH 

JUMLAH (Rp) 
SELISIH (Rp) 

Dinas Pendldlkan dan Kebudayaen 

Pongleolaan Dens BOS Sekolah Menongah Atas 

1 Dines Pendidikan Dinas Pone,okan 0,00 585.000.000.00 585.000.000.00 

2 Dines Penddkan Dinas Panddikan 0,00 1.065.000.00300 1 065.000.000.00 

3 Dinas Pendokan Dinas Penddikan 0.00 317.500.000.00 317.500.000.00 

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 1.987.500.000,00 1.987.500.000,00 

Rehab4lItsel sedengiberat Serana. Presarana dan Utilltes Sekolah 

4 SMKS KUTIM CEMERLANG 
JI Poros Simpang 3 Bontang Sangatta. Suka 
Rahmat, Kec Teluk Pandan, Kab. Kutfiu Timur 
Prov Kahmantan Timur 

1.000.000.000.00 1.000.000.000,00 0.00 

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.000.000.000,00 1,000.000.000,00 0,00 

Koordlnaal dan Penyuaunan Laporan Koutingon Bulanen./ 
TrIwulanan/Semesteran SKPD 

5 
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) JENJANG 
PENDIDIKAN SMK SWASTA SE-KALTIM TA.2024 

Sarnarincla 35.336.000.000.00 35 336.000.000.00 0.00 

6 
Bantuan OperasIonal Seholah (BOS) Jenjang Pandidikan 
SMASMIGSLB Swasta Se-Kalimantan Timur 

Sarmtrinda 7.806.284.250.00 7,806,284,250.00 0.00 

7 
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) JENJANG 
PENDIDIKAN SMA SWASTA SE-KALTIM 

SamarInda 14.178.000.000.00 14.178.000.000.00 0.00 

a Bantuan Operastonal SekoLlh (BOS) Jenjang Penchelikan 
SMNSMIOSLI3 Swasta Se-Kalimantan Timur 

Samarincta 78.694.570.000,00 78.694.570.000.00 0.00 

9 
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) JENJANG 
PENDIDIKAN MA NEGERUSWASTA SE-KALTIM 

Samarnda 13 576.000 000.00 13.576.000 000.00 0,00 

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 149.590.854.250.00 149.590.854.260,00 0,00 

JUMLAH HIBAH PADA SKPD DInas PandIdikan dan Kebudayaan 150.590.854.260,00 152.558.354.260,00 1.987.500.000,00 



NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA 
SEBELUM 

JUMLAH (Rp) 
SESUDAH 

JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 

306 Komanclo Realmen Mahaslawa Mulawarman Kahmantan Tknur JI. Banggens 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 

307 DPP IKATAN ALUMNI RESIMEN MAHASISWA INDONESIA KALTIM 
JI. Banggens Komplex perum Kehutanan No. 8 
RT. 03 Keiurehon Kwang Anyer. Samarinda 
75125, Kota Samarinda 

200.000.000.00 200.000.000,00 0,00 

JUIVILAH HIBAH PADA SUB KEG1ATAN 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 

JUIALAHHIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangss dsn Politlk 383.791.388.417,00 364290.118.417,00 498.730.000,00 

Saltnan sesual dengan aslinya 

T DAERAH PROV, KALTIM 

BIRO HUKUM 

A UTAMA MUDA 

690512 198903 2 009 

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

ttd 

AKMAL MALIK 



Hmah Borupa BarangiJasa 

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN 

ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 

— 
PERATURAN OUDERNUR KALMANTAN 
T1MUR 
NOMOR 40 TAHUN 2024 
TT.NTANG PF.NJABARAN PERUBAHAN 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ANGGARAJL PENDAPATAN DAN RELANJA 
DAERAIL TAHUN ANGOARA.N 2024 

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK 
SEBELUM 

JUMLAH (Rp) 
SESUDAH 

JUMLAH (Rp) 
SELISIH (Rp) 

DInas PendIdlkan dan Kabudayaan 

Penyedlaan Peralatan dan Pedengkapan 
Kantor 

i 
Yayasan Pondidikan 17 Agustus 1945 
Samannda 

JI Ir. H. Juanda No. 80 Samannda 

Betania Hibah Kepada Bodan dan 
Lombaga Nrdaba. Sukarela dan Sosial 
yang Telah MernrIrki Surat Keterangan 
Terdattar 

5.000.000.000.00 5 000.000.000,00 0,00 

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 

JUMLAH HIBAH PADA SKPO Dlnas Pendldlkan dan Kabudayaan 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 

DInas PekerIsan Umum, Penataan 
Ruang dan Perumahan Rakyat 

Pengubahaualan Bangunan Gedung 
untuk KepentIngan Strategla Daerah 
ProvInsl 

2 
Lombaga Koagamaan Gefeja Pantokosta 
Senkat Indonese (GPSI) El Gabor 

JL. Tran Kalimantan No. 101 RT. 
02 

1 M2 Pombangunan Godung Negara 
SedeMana 

3.854.352.000,00 3 854.352.00000 0,00 

3 Yayasan Darul Harah Kutai Kananegara 
JI Poros Durung Margasari Dalam 1 M2 Pembangunan Godung Nogara 

Sederhana 
2.743.776 000,00 2.743.776.000,00 0,00 

4 
Pengurus Masad Bahrul Uturn MtsN 2 
Balrkpapan 

JL. Proklamasi Gg. Kakap RT. 035 
1 M2 Rehabllitasi Bangunan 
Godungsederhana ( Berap 

0.00 0.00 0.00 

5 
Pengurus Masjid Bahrul Ulum MtsN 2 
Babkpapan 

JL. Proklemasi Gg. Kakap RT. 035 
i M2 Rehabililasr Bangunan 
Gedungsederhana ( Berat) 1.273.896 000.00 1 273.896.000,00 0.00 

6 Pongurus Maspd Muhaartn JL. Negera KM. 37 
1 M2 Pembangunan Gedung Negara 
Tida)c Sedemana 

5.124.155 200,00 5.124.155.200.00 0.00 

7 Pongurus Masad Darul lbadah JL. Datu Nondol RT. 03 
1 M2 Pembangunan Gedung Negara 
Tidak derhana Se 

11.081.479.500.00 11.081.479 500.00 0.00 



NO NAMA PENERIMA ALA1AAT PENER1MA BENTUX SEBELUM 
JUMLAH (Rp) 

SESUDAH 
JUMLAH (Rp) SEUSIN (Rp) 

118 Kementerlan Perhubunpan Waya Pengawasan Teknis (Tidak 
Sederhana) 

99.905.000.00 99.905.080.00 0.00 

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEDIATAN 22.288.770.000,00 222811.770.000,00 0,00 

JUMLAH HIBAH PADA SKPD DInas Pskenaan Umuln, Panatsan Ruang dan Penintahan Rakyat 303.755.904.050,00 296.723.311-250,00 -7.032.1152.800,00 

Sallnan sesuat dengan asbnya 

TARIAT DAERAH PROV. KA1TIM 
BIRO HUKUM 

MI 
UTAMA MUDA 

90512 198903 2 009 

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , 

ttd 

AKMAL MALIK 



Bantuan Sostal Berupa Uang PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN 

ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL 

TAHUN ANGGARAN 2024 

PERATURAN GUBERNUR KAL1MANTAN 
TIMUR 
NOMOR 40 TAHUN 2024 
TENTANG PENJAHARAN PERUBAHAN 
A.NGGARAN PENDAPATAN DAN I3ELA.NJA 
DAERAH TAHUN ANOGARAN 2024 

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA 
SEBELUM 

JUMLAH (Rp) 
SESUDAH 

JUMLAH (Rp) 
SELISIH (Rp) 

DInas Soslel 

Penyadlaan Permakorten 

i PA. Atsywah Al-Wahdaturrahmah J1. Sfradj Salman RT 27 Toluk Lorong lkr Sarnarinda 92.000.000.00 92.000.000,00 0.00 

2 
Tayasan Harapan Bomeo Kulai 
Kartartegara 

JI. Marangan RT. 07 Ds. loh Sumber Kec Loa Kulu 150.000.000,00 150.000.000.00 0.00 

3 Yayasan Harapan Borneo 
JI. 01 Paraattan Gg. Bugis BSok, C No. 2 RT 004 Kel. Mugirejo Kec. Sungaf 
Ktmjarkg 

150.000.000,00 150.000.000.00 0.00 

4 PA. Hahmalullah JI. Imam Bonjol No 35 RT 04 Kel. Api•api Bontang Utara 200.000.000,00 200.000.000.00 0,00 

5 LKSA Ainun SalsabIla JI. Plating 11, RT.27/AW.No 48, Gunung Bahagfa. Bakkpapan Selatan 15.000.000.00 15.000.00000 0.00 

6 LKSA PA Isttqamah Muhammadiyah JI. KH Watkd Hasytm Gg. Ahim RT.28 Kel, Sempaja Solatan 36.000.000,00 36.000.000.00 0,00 

7 LKSA Nurul Iman Balikpapan J1. Indrakilla jSUaat 3) RT. 04 No. 76 Kel Gn 5arnannda Baru, Balikpapan 
Utara 

56.000.000.00 56.000.000.00 0.00 

- 
8 PA. Darut Falan JI. Pequangan No 22 RT.01 Ket Sernpaja Samarinda 75.000.000.00 75 000.000.00 0.00 

9 LKSA Tarbiyatul Ummah J1. Soekamo Hatta, Batu Ampar. Balikpapan Utara. Balrkpapan 36.000.000,00 36.000.000.00 0,00 

10 LKSA. Rahrnatultan ..11n Sukorejo No.27 RT.39. Kel. Lempake, Kec Samarinda Utara 127.000.000.00 127.000.000.00 0,00 

11 PA Nurul Haq JI. SuItan Alimutlin RT.02 Kel Sambutan 50.000.000.00 50.000.000.00 0.00 

12 Taman pendidtkan Al • Our'an AR RAUF J1. KH. Hafun Nalat RT, 16. Samannda, kalunantan Timur 40.000.000,00 40.000.000.00 0.00 



13 LKS Bralei Aba: - , Sos ai 7 R7, 35 No 10 Kel, Seo^gga- Kec Ba ik0agar Seiman 92.003.000 CO 82.000.0110 OC 0.00 

14 
Leteaga Kesrameraan Sestal Yriasar 
Llntung Tuan 

.. pe la Ri. or No 5, 40 000.000.00 40.800.000.0C 0. 00 

15 LKSA BlAiil Hal : Mu ana—nar. RT 015. No 70 Seninggan Kecamatas Ba kpapar Seenan 50.000.030.00 68.000 000.0C 000 

16 A. AI,Pereer . Staga Dalarr P T.13 Ne 49 Kil Manggar Ban 21000.030.0C 2* C40.000.0C 0.00 

17 LKSA Pengran Antasaii .: . Jelo A. Yar RT 19 Ke: Kvato Ki13. 'aser 179 C00.000.00 179.000.000.00 0,00 

Salinan sesuai dengan aslinva 

i sm.# T DAERAH PROV, KALTIM 

0 ‘4 .."'"‘ • BIRO HUKUM 

4**/

a. 

f-

4/.4 N T 

U PARM I 
A UTAMA MUDA 

19690512 198903 2 009 

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

ttd 

AKMAL MALIK 



LAMPIRAN IV.b 
PERATURAN GUDERNUR KALIMANTAN 
TIMUR 
NOMOR 40 TAHUN 2424 

Bantuan Soslal Berupa Barangijasa PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANO PENJABARAN PERUBANAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN DAERAII TAIIUN ANOGARAN 2024 

ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL 
TAHUN ANGGARAN 2024 

NO NAMA PENER1MA ALAMAT PENERIMA BENT'UK SEBELUM 
JUMLAH (Rp) 

SESUDAH 
JUMLAH (Rp) SELISSI (Rp) 

DATA LAPORAN KOSONG 

Salinan sesuai dengan aslinya 

IAT DAERAH PROV. KALTIM 
BIRO HUKUM 

PARMI 
A UTAMA MUDA 

90512 198903 2 009 

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

ttd 

AKMAL MALIK 



Santuan Kevengan Umum 

NO 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN 

BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN 
TAHUN ANGGARAN 2024 

NANIA PENERIMA 

Salinan sesuai dengan aslinya 

DAERAH PROV. KALTIM 
IRO HUKUM 

• 

Ml 
A UTAMA MUDA 

690512 198903 2 009 

ALAMAT PENERIMA 
SEBELUM 

JUMLAH (Rp) 

LAMPIRAN Va 
PERATURAN OUBTXNUR KALIMANTAN 
TIMUR 
NOMOR 40 TAHUN 2024 
TESTANO PENJABARAN PERUBAHAN 
ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

SESUDAH 
JUMLAH (Rp) 

SELISIH (Rp) 

OATA LAPORAN KOSONG 

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

Itd 

AKMAL MALIK 



Banluan Keuangan Khusus PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
DAFTAR NAMA PENERIMA. ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN 

LAISIYIKAN V.D 
PERATVRAN OUBERNUR KALIMANTAN 
TIMUR 
NOMOR 40 TAHUN 2024 
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
A.NOGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGOARAN 2024 

BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN 
TAHUN ANGGARAN 2024 

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA 
SEBELUM 

JUMLAH (Rp) 
SESUDAH 

JUMLAH (Rp) SELISM (Rp) 

Badan Prengeblaan Keuangan dan Aset Daerah 

AnalIals Perencanaan dan Panyaluran Bantuan Keuangan 

I Kota Samarinda 13.694.171 959.00 13.894.171.959,00 0.00 

2 Kota Samarinda 567.032.360.541,00 E67.032.360.54 1.00 0,00 

3 Kota Samarinda 7 442.099.826.00 7,442.099.826,00 0.00 

4 Kota Balikpapan 600.000 000.00 600.000.000,00 0.00 

5 Kota Bontang 3 382.740.000.00 3.382 740.000.00 0,00 

6 Kab. Kutai Kartanegara 19.940.000.000,00 19.940.000.000,00 0.00 

7 Kab. Paser 16.285.000.000,00 16.285.000.000,00 0.00 

8 Kab. Berau 16.960.000.000,00 16.960.000.000.00 0,00 

9 Kab. Kulai Timur 17.650.604_000.00 17.650.604.000.00 0.00 

10 Kab. Kutai Barat 19 933.450 215,00 19.933.450.215,00 0,00 

11 Kab. Pona}am Pasor Utara 9.290.000.000,00 9.290 000.000.00 0.00 

12 Kota Balikpapan 124 555.000.000,00 124.555.000.000,00 0.00 

13 Kota Bontang 129.600.000.000.00 129.600.000.000.00 0,00 

14 Kab. Kutai Kananegara 38 500000.000.00 38.500.000.000.00 0.00 

15 Kab. PASOf 354 800.000.000,00 354.800.000.000,00 0.00 

16 Kab. Berau 339.000.000.000,00 339.000.000.000,00 0,00 

17 Kab. KuUm TImur 15.000.000 000,00 1 5.000.000.000.00 0.00 

18 Kab Kutal Barat 14.000000.000,00 14.000.000.000.00 0,00 

19 Kab. Penajarn Paser Utara 65.500.000.000.00 65.500.000.000.00 0.00 



NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENEFINAA SESELUM 
JUMLAH (Rp) 

SESUDAH 
JUMLAH (Rp) SEUSIH (Rp) 

20 Kab. Mahalcarn Ulu 6.079.694.000,00 6 079.694.000.00 0.00 

21 Kab. Mabakam Ulu 23.000.000.000,00 23.000.000.000.00 0,00 

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN 1.802.445.120.541,00 1.802.445.120.541,00 0,00 

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pongelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.802.445.120.541,00 1.802.445.120.541,00 0,00 

Salman sesual dengan aslinya 

AERAH PROV. KAITIM 

IRO HUKUM 

A UTAMA MUDA 

19690512 198903 2 009 

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

nd 

AKMAL MALIK 



Bagr Hasil Patak kepada Pemenntah Kabupaten PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA 

BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN 

TAHUN ANGGARAN 2024 

LetarilISC. 1.1 

PERATURAN GUBERNUR KAUMANTAN 
T1MUR 
NOMOR 40 TAHUN 2024 
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGOARAN PENDAPATAN DAN DELASJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM 
JUMLAH (Rp) 

SESUDAH 
JUMLAH (Rp) SEUSIH (Rp) i

Badan Pangatoksan Keunngan dan Aut Diserah 

Pangelolaan Dana Bagl Has11 ProvInal 

1 Kab. Mahakam Ulu 157.067,608.000,00 163.091.849.000,00 6.024.241.000,00 

2 Kab. Ponajam Paset Utam 199.268.2138.000.00 208.035.742.000,00 8.769.454.000,00 

3 Kab. Kuml Batat 324.381.200.000.00 338.839933.000,00 14.477.833.000,00 

4 Kab. Kutal Timur 1.241.012.915.000.00 1,309,730,533,000.00 68.717.618.000,00 

5 Kab. Borau 476.812.790.000,00 495.820.548.000,00 19.007.758.000,00 

6 Kab. Paaer 373.806.417.000,00 384.255.331.000,00 10.448.914.000,00 

7 Kab. Kutal Kartanagara 744.600.543.000,00 766.941.775.000,00 22.341.232.000,00 

JUMLAH BELANJA BAG1 HAS1L PAJAK DAERAH KEPADA PE/AER1NTAH KABUPATEN PADA SUB KEG1ATM 3.516.927.781.000,00 3.686.714.811.000,00 149.787.050.000,00 

JUMLAH BELANJA BAG1 HAS1L PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA SKPD Badan Pengobloar 
Kouangan dan Asel Daarah 3.516.927.761.000,00 3.688.714.811.000,00 149.787.050.000,00 

Salinan sesuat dengan aslinya 

T DAERAH PROV. KALTIM 

81R0 HUKUM 

$2*- i SUPARMI 
AN NA UTAMA MUDA --....._. 

NIP. 19690512 198903 2 009 

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

ttd 

AKMAL MALIK 



Begi—Haed Pajak kepada Pemenntah Kota PROVINSI KALIMANTAN T1MUR 
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA 

BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA 
TAHUN ANGGARAN 2024 

VI.0 
PERATURAN OUBERNUR KALIMANTAN 
TIMUR 
NOMOR 40 TAHUN 2024 
TENTANO PENJA13ARAN PERUBAHAN 
ANOGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAII TANUN ANCIGARAN 2024 

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA 
SEBELUM 

JUMLAH (Rp) 
SESUDAH 

JUMLAH (Rp) SELIS1H (Rp) 

Badan Pongelolaan Keuengan dan Aset Daorah 

Pengalolaan Dana Bagl Haell Provinal 

1 Kota Bontang 238.874.730.000,00 248.272.337.000,00 9.397.607.000.00 

2 Kota Balacpapan 473.206.318.000,00 493.821.622.000,00 20.615.304.000,00 

3 Kota Scunahnda 563,891.191.000,00 584.091.230.000.00 20.200.039.000,00 

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA SUB KEGIATAh 1.275.972.239.000,00 1.326.185.189.000,00 50.212.960.000,00 

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA SKPD Badan Pangelolaan 
Keuangan dan Asel Daerah 1.275.912.239.000,00 1.326.185.189.000,00 50.212.950~00 

Salinan sesuai dengan aslinya 

ARIAT DAERAH PROV. KAITIM 

BIRO HUKUM 

UTAMA MUDA 

0512 198903 2 009 

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

ttd 

AKMAL MALIK 



Bagl Haell Pijal kcparla Petrn(ird tati DeS3 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA 

BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA 
TAHUN ANGGARAN 2024 

NO NAMA PENERIMA 

lAJAPIKAN VLC 
PERATURAN OUBERNUR KALIMANTAN 
TIMUR 
NOMOR 441 TAHUN 2024 
TENTANCI PENJAIIkRAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN DELANJA 
DAERAH TAHUN ANGOARAN 2024 

ALAMAT PENERIMA SEBELUM 
JUMLAH (Rp) 

SESUDAH 
JUMLAH (Rp) 

SELISPI (Rp) 

DATA LAPORAN KOSONG 

Salinan sesual dengan aslinya 

RIAT DAERAH PROV, KALTIM 
LA BIRO HUKUM 

••• 

UPARMI 
A UTAMA MUDA 

690512 198903 2 009 

Pj, GUBERNUR KAUMANTAN TIMUR 7

ttd 

AKMAIMALIK 



tANIPIRAS Vti 
PEXATURAtc 11~1,31 trALISIANTaN 
TIMUA 
SIMOit 40 TAIttiN 3024
TICNTANG IfliAllARAN PVIOnAllA1.4 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ANCICLARAN PENDAPATAY DAlt OCIANJA 

RINCIAN DANA OTONOM1 KHUSUS DAERAII TAIftffi AM34341tAll X24 

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, 
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, 

BELANJA DAN PEMBIATAAN TAHUN ANGGARAN 2024 

KODE REKENING URAIAN 

JIAILAtt 

SEBELUSI SESUDAH 
SUMBER DANA LOKAI31 

(74P1 UtIN 

3 4 7 

DATA LAPORAN KOSONO 

n sesti4i dencan 

fiA/1 PROV KAU IM 

RI3 riLIKUM 

MAA MUDA 

1989012 004 

Pi. GUBERNtIR KALIMANTAN TIMUR 

AKMAI. MAUK 



LAMPIRAN VIII 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN 
TIMUR 
NOMOR 40 TAHUN 2024 
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

PROVINSI KAL1MANTAN TIMUR 
RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH MINYAK DAN GAS BUMI*I 

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN.KELOMPOK, JENIS,OBJEK DAN 
RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIATAAN 

TAHUN ANGGARAN 2024 

Roda Rekening Undan Jundah Lokaal 

I 1 2 1 I .$ I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 1 10 

Data Lapoton Kosong 

Salinan sesual dengan aslinya 

T DAERAH PROV. KALTIM 
BIRO HUKUM 

r:SUPARMI 

I31 4 UTAMA MUDA 
90512 198903 2 009 

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ttd 

AKMAL MALIK 



LAXIIRA71 UC 
tstRATURAN OUltERMIJK KALINANTAN 
TINUR 
NOMOR 40 TAHUN Xt24 
TEWAND PEJUADARAN PERUDA/IAK 

PROVINSI KAUMANTAN 11MUR ANGOARAN PENDO.PATAN DAN DKLANJA 

RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DAKRA/l TAflUN ANGGARAN 2024 

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, 
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, 

BELANJA DAN PEMINAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 

KODE REKENING URNAN 

JUNLUS 

SUIWffl DANA LOICAS 15EDELUkt 
1E74 

SESUDAH 
IRIN 

I 2 7 4 5 e 7 

DATA LAPOKAN KOSONO 

te-mat dengan a‘linya 

ERAtt 444011. 

RO HUKUM 

Mi 

AMA MUDA 

l'inttOt : oCti 

Pj. GUKANUK KALIMANTAN TTMUK, 

ne 

AKMAL NIALIK 



PROVINSI KALIMANTAN T1MUR 

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEN1ERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 

PADA DAERAH PERBATASAN DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG 

PENJABARAN APBD DENGAN PROCoRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA 

TAHUN ANGGARAN 2024 

LAMPIRAN X 
PERATURAR OUBERNUR KALIMANTAN 
11MUR 
NOMOR 40 TAHUN 2024 
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANOOARAN 2024 

No Prograrn Prioritas Perbatasan 
Negara 

Uraian 
Alokrud Anuaran Belanja Dahun 

Raneanuan APBD 
Jurnlah (Rp) Belartla Operasi Belanja nt<xlal Belanja Transfer Belanja 

Operaai (Rp) 
tielanja 

Modal IRpl 
Belartja 

Transfer (RP) Uratan I Lokast Uralan 1. Lokatti Urniun I Lokast 

Data Laporun Kosong 

Sallnan sesual dengan asilnya 

AERAH PROV. KALTIM 
IRO HUKUM 

PARMI 
A UTAMA MUDA 

19690512 198903 2 009 

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

ttd 

AKMAL MALIK 


